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Nim :10400114341
Jurusan :Ilmu Hukum
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Adi Wahyudi Adil, Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut
di Kabupaten Bulukumba,  di bawah bimbingan Ibu Istiqamah, SH, MH, sebagai
pembimbing I dan Ibu Erlina, SH, MH selaku pembimbing II.
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bulukumba khususnya  Kecamatan
Herlang dan Kecamatan Kajang. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk
mengetahui sejauhmana pelaksanaan bagi hasil perikanan yang digunakan
nelayan penggarap dan nelayan pemilik di Kecamatan Herlang dan Kecamatan
Kajang Kabupaten Bulukumba; (2) Untuk mengetahui hukum yang digunakan
masyarakat nelayan dalam menyelesaikan  sengketa bagi hasil antara nelayan
penggarap dan nelayan pemilik dalam bagi hasil perikanan laut di Kabupaten
Bulukumba.
Metode pengolahan dan analisis data menggunakan analisis kuantitatif dan
kualitatif. Analisis kuantitatif  dalam bentuk tabel frekwensi. Analisis kualitatif
dilihat dari segi mutu atau kualitas data.
Hasil penelitian ini menunjukkan kenyataan yang ada dalam masyarakat,
dimana dalam mengadakan perjanjian bagi hasil perikanan laut tetap
mempergunakan hukum adat setempat, meskipun suadah ada ketentuan
perundang-undangan yang mengatus tentang bagi hasil perikanan laut yaitu
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964, namun undang-undang tersebut belum
dilaksanakan oleh masyarakat setempat.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kelestarian sumber daya ikan merupakan istilah sangat populer dalam
pengelolaan perikanan tangkap. Sumber daya ikan yang lestari selalu menjadi kata
kunci sebagai salah satu tujuan pengelolaan perikanan. Tujuan ini selalu muncul
bersamaan dengan kesejahteraan nelayan. Kelestarian ikan dan kesejahteraan
nelayan merupakan makna dari perikanan berkelanjutan atau sustainable fisheries.
Jika ikan lestari, maka nelayan dapat selalu menangkap ikan, yaitu nelayan pada
masa sekarang dan nelayan untuk generasi - generasi berikutnya, karena ikan tetap
ada di laut saat sekarang dan pada masa yang akan datang.
Perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas
berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan
pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha
Esa yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya
bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan
Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya
berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan
mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi
nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan
perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
ini yang dimaksud dengan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan
2dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai
dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Penangkapan ikan adalah
kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan
dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,
menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Nelayan adalah orang yang
mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan,
kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang
berkelanjutan.
Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan taraf
hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dan
devisa Negara,  mendorong perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan
ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan mengoptimalkan pengelolaan
sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya
saing, meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan,
mencapai pemanfataan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan
lingkungan sumber daya ikan secara optimal, dan menjamin kelestarian sumber
daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.1
Di dalam Al-Qur’an telah dijelasakan Perihal Laut serta manfaat untuk





1 Republik Indonesia. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004. tentang Perikanan.
3
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Terjemahan: “Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar
kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu
mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat
bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-
Nya, dan supaya kamu bersyukur”.2
Untuk mewujudkan pembangunan disektor perikanan, peranan  hukum
ditujukan untuk mengatur, memantapkan dan mengamankan pelaksanaan
pembangunan disektor kelautan dan perikanan serta hasil-hasilnya, menciptakan
kondisi yang lebih mantap sehingga setiap nelayan dapat  menikmati iklim
kepastian hukum dan ketertiban hukum yang mengarah kepada upaya untuk
mencapai kemakmuran yang adil dan merata.3
Kelayakan upah dan kesejahteraan kaum pekerja hingga sekarang ini
masih menjadi tema penting dan tuntutan utama dalam perjuangan pekerja/buruh.
Baik pengusaha maupun pekerja/buruh masih terus berdebat terkait nilai dan
besaran yang mesti disepakati. Belum lagi ukuran atau standar-standar hidup
layak yang harus terpenuhi, sementara harga-harga kebutuhan pokok mengalami
kenaikan tiap tahun.4
Dalam rangka memperoleh keadilan dan perlindungan hukum kepada
masyarakat nelayan, pemerintah meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana
hukum serta meningkatkan pendayagunaannya. Salah satu usaha pemerintah
untuk mewujudkan pembangunan di sector perikanan adalah dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasul
Perikanan Laut. Tujuannya tidak lain adalah adanya ketertiban dan keteraturan
dalam pelaksanaan bagi hasil perikanan dan untuk melindungi golongan-golongan
2Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur’an Tajwid, (Bandung:
Diponegoro, 2009), h. 114
3Sumber daya ikan yang lestari selalu menjadi kata kunci sebagai salah satu tujuan
pengelolaan perikanan. (diakses melalui https://www.kompasiana.com., pada tanggal 25 January
2018 pukul 13:34).
4Ashabul Kahpi, Jurisprudentie Pengupahan : Tinjauan Terhadap Permasalahan
Ketenagakerjaan Di Indonesia,Volume 5 (lima) 2018. h. 67
4yang lemah terhadap praktek yang merugikan dari golongan-golongan yang
kedudukannya kuat. Undang – Undang ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar
1945 pasal 33 dimana tercantum demokrasi ekonomi yang mengutamakan
kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang perseorangan atau
golongan. Demikian pula  disektor perikanan yang dikelolah kelompok tidak
semata - mata untuk meningkatkan produksi atau memberikan keuntungan
perseorangan melainkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan dan
petani tambak.
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi
Hasil Perikanan dimaksudkan adalah:
1. Agar di dalam membagi hasil yang diperoleh dilakukan secara adil;
2. Untuk menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara nelayan
pengusaha dan nelayan penggarap agar terjadi pula kedudukan hukum
yang layak bagi penggarap yang biasanya dalam kedudukannya yang
lemah karena umumnya alat tangkap ikan yang tersedia relatif kurang
dibanding orang yang ingin menjadi penggarap;
3. Dengan terlaksananya point a dan b tersebut di atas memungkinkan
penggarap bertambah gairah bekerja di dalam proses memproduksi ikan
yang berarti suatu langkah maju dalam memenuhi kebutuhan hidup
masyarakat.
Jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964,
bagi hasil telah dikenal di Indonesia baik bagi hasil perikanan maupun bagi hasil
pertanian dengan istilah yang berbeda-beda di beberapa daerah, diantaranya
sebagai berikut:
“Menduai (Minangkabau), Maro (Jawa), Toyo (Minahasa), Teseng atau Tesang
(Sulawesi Selatan), Mertelu (Jawa)”.5
5Mustara. Perjanjian Bagi Hasil atau Tesseng di Sulawesi Selatan, (Ujung Pandang:
Lembaga Percetakan & Penerbit Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang, 1993), h.79.
5Beberapa perbandingan system Bagi Hasil baik itu bagi hasil dalam sektor
pertanian maupun perikanan yang digunakan masyarakat antar daerah di Provinsi
Sulawesi Selatan, dan beberapa daerah di luar Sulwesi Selatan.
1. Bagi Hasil Antar Daerah di Sulawesi Selatan
a. Kabupaten Barru
Kabupaten Barru Selain mengenal dan menggunakan istilah
teseng, juga mengenal dan menggunakan istilah mabbalango, yang
berasal dari kata balango, dari bahasa bugis yang berarti sauh atau
jangkar. Adapun mengenai khusus bagi hasil, pada umumnya sama
dengan di  daerah tingkat II lainya di se-Sulawesi Selatan, bilamana
sawah yang di garap itu kondisinya mendapat perairan teknis maka
pembagian hasilnya adalah, pemilik mendapat ½ dan peenggarap
meendapat ½ bagian, sedangkan kalau sawahnya hanya sawah tadah
hujan  atau galung langi lazimnya mendapat 2/3. Jika pembagian
semacam ini dibandingkan dengan bagi hasil  menurut Undang-undang
No. 2 tahun 1960.6
b. Kabupaten  Sinjai
Mengenai Bagi Hasil di Kabupaten Sinjai, pada umumnya ½ :
½ di daerah pedalaman, sedangkan 1/3 untuk pemilik sawah dan 2/3
untuk penggarap di pantai.7
c. Kabupaten Selayar
Bisa dikatakan daerah Selayar ini sama sekali tidak ada bagi
hasil di bidang pertanian, mengingat areal persawahan sedikit sekali,
hanya kurang lebih 809 ha saja. Akan tetapi, pernah disinggung oleeh
seorang mahasiswa Fakultas Hukum Unhas mengatakan bahwa, bagi
6 Mustara. Perjanjian Bagi Hasil atau Tesseng di Sulawesi Selatan, (Ujung Pandang:
Lembaga Percetakan & Penerbit Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang, 1993), h.80.
7 Mustara. Perjanjian Bagi Hasil atau Tesseng di Sulawesi Selatan, h. 97
6hasil di bidang perkebunan kelapa, itupun bukan dibagi bukan buahnya
atau hasilnya mlainkan pohonya saja. Masing-masing pihak mndapat
50 pohon keelapa dan sejak pohon itu dibagi. Maka mereka mengurus
bagianya masing-masing sampai dipeeti buahnya setiap musim.8
2. Bagi Hasil di Beberapa Daerah di Luar Sulawesi Selatan
a. Di Sumatera Utara
Beberapa istilah yang digunakan masyarakat di Sumatera Utara
antara lain yaitu: Mangkoso, Ongkos Parjalo, Pabolahon, Pinjam
pakai. pengertian mangkoso sendiri sama halnya dengan perjanjian
sewa menyewa tanah, yang sewanya tergantung kepada kesepakatan
kedua belah pihak. Untuk daerah Tapunuli Selatan sendiri perjanjian
bagi hasil menurut Undang-undang no. 2 tahun 1960 tidak berjalan
sesuai dengan sebagaimana mestinya, karena bagi masyarakat di sana
cara Pabolahon yaitu 1/3 bagian untuk pemilik dan 2/3 bagian untuk
penggarap dianggap lebih menguntungkan dibanding dengan
plaksanaan undang-undang no.2 tahun 1960.9
b. Di Jawa Tengah
Pelaksanaan Undang-undang mengenai bagi hasil di jawa
tengah, masih tergolong minim digunakan ini karena di dalam
masyarakat jawa sendiri masih memegang adat hubungan kekeluargaan
yang masih kuat. Sehingga sistem perjanjian bagi hasil yang mereka
sebut “maro”  masih diataskan rasa percaya satu sama lain di antara
pihak yang melakukan kesepakatan.10
8Mustara. Perjanjian Bagi Hasil atau Tesseng di Sulawesi Selatan, (Ujung Pandang:
Lembaga Percetakan & Penerbit Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang, 1993), h.100.
9Mustara. Perjanjian Bagi Hasil atau Tesseng di Sulawesi Selatan, h.101
10 Mustara. Perjanjian Bagi Hasil atau Tesseng di Sulawesi Selatan, h. 102
7Di Kabupaten Bulukumba Bagi hasil dikenal dengan istilah “Teseng”
artinya menggarap lahan milik orang lain dengan cara bagi hasil baik bagi hasil
pertanian maupun bagi hasil perikanan. Khusus di Kecamatan Herlang dan di
Kecamatan Kajang, Teseng pada perikanan laut menggunakan sistem sisahian
(bersama-sama nelayan pemilik dengan nelayan penggarap mengoperasikan alat
tangkap ikan dalam suatu kelompok) dan sistem pia’rung (menyerahkan alat
tangkap ikan kepada orang lain untuk  dioperasikan dalam suatu kelompok). Baik
sisahian maupun pia’rung keduanya adalah bagi hasil, yang membedakan karena
sisahian ikut pemilik mengoperasikan alat tangkap ikan biasanya sebagai
nakhoda, sedangkan pia’arung nelayan pemilik tidak ikut mengoprasikan kapal/
perahu dan jabatan nakhodah diserahkan kepada orang lain yang dipercaya
pemilik. Peraturan hukum yang dipergunakan ditentukan sendiri oleh nelayan
pemilik dan  tidak seragam untuk semua kelompok, kalau dibandingkan dengan
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964   sangat jauh berbeda, baik bentuknya,
pembebanan kewajiban - kewajiban berupa biaya operasional, biaya-biaya
pemeliharaan/ perbaikan kapal/ perahu, jangka waktu perjanjian maupun jumlah
bagian masing-masing pihak  yang harus diterima.
Pemerintah sendiri telah mengatur tentang tata cara pelaksanaan perjanjian
bagi hasil ini terbukti dengan dikeluarkanya undang – undang no.2 tahun 1960
Tentang bagi hasil, akan tetapi karena muatan isi di dalam undang – undang ini
lebih bersifat umum dan penjelasan di dalamnya lebih banyak membahas bagi
hasil di sector pertanian. Maka dibuatlah peraturan yang lebih khusus yang
mengatur tentang bagi hasil di sector perikanan yaitu Undang – undang no. 16
tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan, yang di mana di dalamnya memuat
mengenai tata cara pembuatan perjanjian, jangka waktu perjanjian, hak dan
kewajiban para pihak, bagian masing – masing pihak, dan cara penyelesaian jika
terjadi sengketa antara nelayan  pemilik dengan nelayan penggarap. Akana tetapi
8melihat keseharian masyarakat nelayan Kabupaten Bulukumba terkhususnya
masyarakat nelayan kelurahan Bontokamase pada kecamatan Herlang dan
masayarakat nelayan kelurahan Tanah jaya pada kecamatan Kajang yang masih
menggunakan cara adat setempat dalam membuat suatu perjanjian yang dimana
dalam beberapa titik, tata cara yang di gunakan tidak sama dengan yang telah di
atur di dalam undang – undang no. 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan
baik itu dari pembuatan suatu perjanjian, jangka waktu, hak dan kewajiban,
bagian masing – masing pihak, dan cara penyelesaian jika terjadi sengketa antara
nelayan pemilik dengan nelayan penggarap  yang sangat berbeda dengan
peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.
Hal ini sangat menarik bagi penulis untuk mengadakan penelitian dan
mengangkat dalam suatu karya tulis dengan judul “Tinjauan Yuridis bagi Hasil
Perikana Laut, di Kabupaten Bulukumba”.
B. Rumusan Masalah
Dari beberapa permasalahan yang timbul, penulis merasa perlu membatasi
dalam perumusan masalahnya sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil (Tesseng), hasil perikanan laut di
Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa bagi hasil antara nelayan penggarap dan
nelayan pemilik dalam bagi hasil perikanan laut di Kabupaten
Bulukumba?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan bagi hasil perikanan yang
digunakan  nelayan penggarap dan nelayan pemilik di Kecamatan Herlang
dan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
92. Untuk mengetahui metode yang digunakan masyarakat nelayan dalam
menyelesaikan  sengketa bagi hasil antara nelayan penggarap dan nelayan
pemilik dalam bagi hasil perikanan laut di Kabupaten Bulukumba.
D. Manfaat Penelitian
1. Untuk mengenal lebih mendalam tentang kajian hukum bagi hasil
perikanan laut yang dipraktekkan masyarakat nelayan di Kecamatan
Herlang dan Kecamatan Kajang  Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk menambah khasanah perbendaharaan hasil penelitian tentang bagi
hasil perikanan laut.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi almamater, pemerintah, bangsa dan
Negara.
E. Kajian Pustaka
Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah
ada sebelumnya, maka penyusun perlu mengkaji beberapa pustaka yang berkaitan
dengan penelitian dalam karya ilmiah ini. Dari hasil telaah pustaka yang  yang
penyusun lakukan terhadap bahan – bahan kepustakaan yang tersedia baik melalui
buku – buku  maupun literature lain. Ternyata penulis banyak menemukan karya
ilmiah yang membahas mengenai Perjanjian serta Perikanan baik itu Hukum
murni maupun Hukum adat.
1. Marilang dalam bukunya, Hukum Perikatan (perikatan lahir dari
perjanjian), Buku ini membahas mengenai hukum perikatan, khususnya
perikatan yang lahir dari suatu perjanjian. sejarah, pengaturan dan sumber
perikatan, akibat hukum, perjanjian, unsur - unsur dan syarat suatu
perjanjian, teori, daya kerja, batal dan pembatalan perjanjian, serta
pelaksanaan perjanjian. Buku ini tidak membahas mengenai perjanjian di
sector perikanan.
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2. Mardani dalam bukunya, Hukum Sistem Ekonomi Islam. Buku ini
membahas pada Bab. 6 tentang kontrak Syariah (akad). mencakup
pengertian kontrak syariah, dasar hukum rukun, dan syarat, asas – asas,
ingkar janji dan sanksinya, akibat kontrak, batalnya kontrak, berakhirnya
kontrak dan pembatalanya, perwalian, serta macam – macam kontrak
menurut syari’ah.
3. Tim Kementrian Kelautan dan Perikanan dalam bukunya Laut dan
Masyarakat Adat. Buku ini menampilakan hasil kajian dari beberapa studi
kasus pengelolaan sumber daya pesisir  dan laut berbasis masyarakat
hukum adat/local di pulau–pulau kecil terluar, serta peran masyarakat di
pulau terluar sebagai geopolitik, yang sangat penting untuk menjaga
keutuhan Kesatuan Republik Indonesia. Buku ini tidak menjelaskan
system bagi hasil perikanan secara adat maupun secara umum di daerah
Sulawesi selatan.
4. Setiawan dalam bukunya, Hukum Perikatan. Di dalam Buku ini
dipaparkan mengenai pengertian perikatan secara umum, macam-macam
perikatan, perjanjian dan bentuk perjanjian, hapusnya suatu perikatan,
serta beberapa perjanjian bernama. Buku ini tidak membahas mengenai
system bagi hasil perikanan laut maupun darat.
5. Mustara dalam bukunya Perjanjian Bagi hasil atau “Teseng” di Sulawesi
Selatan. Di dalam buku ini dipaparkan mengenai beberapa metode
perjanjian bagi hasil baik di dalam Provinsi Sulawesi Selatan, maupun di
luar Sulawesi Selatan. Hasil dari beberapa penelitian yang telah di lakukan
oleh beberapa peneliti mengenai perjanjian bagi hasil. Buku lebih banyak
menerangkan perjanjian pada sector pertanian.
Dari bebereapa referensi yang dikemukakan di atas, dalam penjelasanya
belum ada yang menjelaskan secara detail mengenai perjanjian bagi hasil dalam
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sector perikanan, khususnya sektor perikanan laut oleh komuniti nelayan,
terkhususnya lagi bagi nelayan – nelayan yang bermukim di daerah yang masih





Dalam kamus umum bahasa Indonesia di jelaskan Bahwa “Perjanjian
berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan  sesuatu kesediaan
- kehendak berbuat sesuatu, kemudian dimaksudkan dengan perjanjian adalah
persetujuan (tertulis atau tidak tertulis) yang dibuat  oleh dua pihak atau lebih
lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang disebut dalam
perjanjian itu sendiri”1.
Dalam kamus Sosiologi, Perjanjian disebut dengan istilah Barganing,
Yaitu: “Proses persetujuan antara pihak – pihak yang mengikatkan diri atau
bersengketa, melalui perdebatan, pemberian usul – usul, dan seterusnya”.2
Dari pengertian perjanian tersebut di atas dapat dipahami bahwa perjanjian
berasal dari kata “Janji” yang merupakan hal penting dalam hukum keperdataan,
sebab perikatan lahir dari suatu perjanjian. Hal ini dapat disimak dari pengertian
perjanjian oleh Subekti yaitu “Perjanjian merupakan sumber terepenting yang
melahirkan perikatan”.3
Hal ini ditemukan pula didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
bahwa perjanjian merupakan suber dari perikatan. Penertian pernjanjian yang
tertuang di dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 sebagai berikut:
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.4
1Alya Qunita. Kamus Bahasa Indonesia. (PT Indahjaya). H. 295.
2D.K Wahyu. Kamus Sosila. (Victory Inti Cipta), h. 46.
3Subekti., Hukum Perjanjian, (Jakata: Intermasa, catatan XII, 1990), h. 3.
4Tjirosudibio & Subekti, Kitab Undang – undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya
Paramita, 1983), h. 304.
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Dari pengertian yang diberikan oleh pasal 1313 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata tidak lengkap dan terlalu luas, tidak lengkap karena yang
dirumuskan hanya perjanjian sepihak saja, serta terlalu luas karena perjanjian itu
dapat mengenai perjanjian kawin, dan berbagai hal lainnya.
Perjanjian menurut Subekti tersebut di atas juga mempunyai kekurangan
misalnya suatu perjanjian tidak semata-mata dimaksudkan untuk melaksanakan
sesuatu akan tetapi dapat pula suatu perjanjian diadakan untuk tidak
melaksanakan sesuatu, dan tidak semua perjanjian dimana seseorang berjanji
merupakan suatu perjanjian dalam arti yuridis, sebab manakala peristiwa timbul
perjanjian itu merupakan suatu peristiwa hukum, maka peristiwa itu dapat disebut
suatu perjanjian dalam arti yuridis.
Menurut J.Satrio perjanjian dapat mempunyai dua arti, yaitu “arti luas dan
arti sempit, dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang
menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak termasuk
didalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dll, dan dalam arti sempit perjanjian
disini berarti hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan
hukum kekayaan saja”, seperti yang dimaksud oleh buku III kitab undang-undang
hukum perdata.5
Pengertian perjanjian menurut Marilang, Kamus hukum menggunakan dua
istilah kaitanya dengan pengertian perjanjian, yaitu perjanjian dan persetujuan,
dimana perjanjian atau persetujuan diartikan sebagai suatu perbuaatan diamana
seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.
Sementara pasal 1313 Kitab Undang – undang hukum perdata menggunakan
istilah persetujuan yang diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatakan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.6
5perjanjian dapat mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. (di akses melalui:
wordpress.com. Pada tanggal 11 juni 2018)
6Marilang,, Hukum Perikatan Perikatan Lahir dari Perjanjian, (Makassar: Alauddin
Press, 2013), h. 142.
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Definisi perjanjian atau persetujuan sebagaimana dirumuskan dalam pasal
1313 Kitab Undang – undang Hukum Perdata tersebut mengandung kelemahan,
sehingga para sarjana mengajukan keberatan terhadapnya, seperti :7
1. J. Satrio dengan keberatannya :
a. Kata “perbuatan” yang digunakan Pasal 1313 Kitab Undang – undang
Hukum Perdata lebih tepat jika diganti kata “perbuatan/ tindakan
hukum”, karena istilah tindakan hanya menunjukkan bahwa akibat
hukumnya dikehendaki atau dianggap dikehendaki tetapi di dalamnya
juga sudah tersimpul adanya “sepakat” yang merupakan ciri dari
perjanjian yang tidak mungkin ada pada onrechtmatige
zaakwaarneming.
b. Kata “dengan mana satuorang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”
menimbulkan kesan bahwa di satu pihak ada kewajiban dan di pihak
lain ada hak. Kata – kata demikian itu hanya cocok untuk perjanjian
sepihak, sebab dalam perjanjian timbal balik, kedua pihak masing –
masing memiliki hak dan kewajiban timbal balik, maka pasal 1313 BW
seharusnya ditambah kata – kata “ atau dimana kedua belah pihak
saling mengikatkan diri”.
2. R. Setiawan dengan Keberatanya:
a. Rumusan pasal 1313 Kitab Undang – undang Hukum Perdata tersebut
selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya
menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan
dipergunakanya perkataan “Perbuatan” tercakup juga perwakilan
sukarela (zaakwaarneminng) dan perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad).
7Marilang,, Hukum Perikatan Perikatan Lahir dari Perjanjian, (Makassar: Alauddin
Press, 2013), h. 143.
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b. Oleh karena itu perlu kiranya  diadakan perbaikan mengenai defenisi
tersebut, yaitu menjadi persetujuan atau perjanjian adalah suatu
perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
3. Abdulkadir Muhammad dengan Keberatanya:
a. Pasal 1313 Kitab Undang – undang Hukum Perdata hanya mengikat
menginagat sepihak saja. Kata – kata “ mengikatkan” sifatnya hanya
datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya
perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi consensus antara pihak –
pihak.
b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus. Dalam pengertian
“Perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa
(zaakwaarneminng), tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad)
yang tidak mengandung Consensus. Seharunsnya dipakai kata “
persetujuan”.
c. Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 Kitab Undang – undang Hukum
Perdata terlalu luas karena mencakup juga janji kawin yang diatur
dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah
hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapanagan harta kekayaan.
d. Dalam perumusan pasal 1313 Kitab Undang – undang Hukum Perdata
tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak – pihak
mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.
Berdasarakan keberatan–keberatannya tersebut, maka menurut Abdulkadir
Muhammad bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang
atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan
harta kekayaan. Kemudian, lukman santoso mengemukakan bahawa perjanjian
adalah suatu peristiwa ketika seorang berjanji kepada orang lain saling berjanji
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untuk melaksanakan suatu hal. Dengan perjanjian tersebut timbul hubungan
hukum mana timbul karena di suatu pihak ada hak dan di pihak lain ada
kewajiban atau masing – masing pihak memiliki  hak dan kewajiban yang saling
berhubungan.
Sedangkan Perjanjian hukum menurut Setiawan, suatu perjanjian adalah
suatu peristiwa di mana seseorang berjanjia pada seorang lain atau di mana dua
orang itu saling berjanjia untuk melaksanakan susatu hal. Apabila dibandingkan
dengan perjanjian maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain
undang – undang.8
Berangkat dari berbagai pendapat tersebut diatas, penulis berkesimpulan
bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa hukum diamana dua orang atau lebih
saling berjanji untuk melaksanakan satu prestasi, baik  berupa memberikan
sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan persyaratan
yang telah ditentukan oleh undang-undang, dapat berbentuk tertulis atau tidak
tertulis (lisan).
Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa suatu perjanjian haruslah
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga
perjanjian itu dianggap sah dan sebagai akibatnya perjanjian mengikat sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Syarat sahnya suatu perjanjian telah di tentukan dalam pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:9
1. Sepakat mereka mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang Legal.
8Setiawa I Ketut Oka. 2017. Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 42.
9Prodjodikoro Wirjono, Azas – azas Hukum Perjanjian, (Jakarta: Mandar Maju, 1987), h.
17.
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Syarat pertama dan kedua biasa juga disebut syarat subjektif karena syarat
ini mengenai subjeknya yaitu yang membuat perjanjian, sedangkan syarat ketiga
dan keempat disebut syarat objektif.
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas tampaklah unsur unsur
yang paling pokok dalam setiap  perjanjian, yaitu adanya persetujuan (sepakat)
diantara para pihak yang bersifat sukarela untuk saling mengikatkan dirinya
terhadap hal-hal yang diperjanjikan. Sepakat dimaksudkan adalah persesuaian
kehendak atau persyaratan secara timbal balik dan suka rela kedua belah pihak
untuk saling mengikatkan dirinya terhadap hal-hal yang diperjanjikan tersebut.
Hal-hal yang dapat mempengaruhi kesepakatan adalah kekhilapan,
penipuan dan paksaan,  sebab telah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik.” Pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan
substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh dan
kemauan dari para pihak agar tidak menimbulkan cacat kehendak yang dapat
mempengaruhi suatu kesepakatan.10
Adapun yang dimaksud dengan perjanjian yang mengandung cacat dalam
kehendak adalah perjanjian-perjanjian yang pada waktu lahirnya mengandung
cacat dalam kehendak. Undang-undang dalam Pasal 1322 – Pasal 1328 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, mengatur tentang perjanjian yang telah ditutup
atas dasar adanya cacat dalam kehendak. Ke dalam kelompok perjanjian yang
mengandung “cacat dalam kehendak” dalam doktrin dimasukkan perjanjian-
perjanjian yang mengandung unsur “kesesatan, paksaan atau penipuan” pada saat
lahirnya perjanjian. Belakangan juga dimasukkan ke dalamnya perjanjian yang
timbul atas dasar adanya “penyalahgunaan keadaan”.
Menurut Van Dunne dan Nurght bahwa, Penyalahgunaan keadaan sebagai
cacat kehendak dapat mempengaruhi suatu kesapakatan dalam suatu perjanjian,
10Tjirosudibio & Subekti, Kitab Undang – undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya
Paramita, 1983), h. 307.
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karena merupakan unsur yang menyebabkan perjanjian yang ditutup dalam
suasana seperti itu dapat dibatalkan, baik seluruhnya atau sebagian darinya.11
Menurut penulis, baik KUH Peradata, hukum Islam, maupun hukum adat
pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama tentang perjanjian, yaitu suatu
perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana dua pihak saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal atau berjanji untuk tidak melaksanakan sesuatu hal.
Namun demikian sekali tidak ada perbedaan yaitu :
1. Hukum perjanjian menurut KUH Perdata  bertitik tolak adanya
pengikat untuk mengikat  suatu perjanjian yaitu perjanjian tertulis.
2. Hukum perjanjian Islam bersendikan pada agama Islam menganut
asas, Al-Hurriyah (kebebasan), Al-Musawah (persamaan atau
kesetaraan), Al-Adalah (keadilan), Al-Ridha (kerelaan), Ash-Shidq
(kebenaran dan kejujuran), Al-Kitabah (terulis).
3. Hukum perjanjian adat berpegang pada sendi hukum adat itu sendiri
yaitu kommunal, gotong-royong, saling percaya, umunya tidak
tertulis.
B. Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut  Dalam Peraturan Perundang -
undangan
Dalam peraturan perundang-undangan sendiri, Perjanjian bagi hasil dimuat
dalam Undang-undang no.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi hasil. Hanya saja
dalam Undang-undang ini hanya membahas Perjanjian bagi hasil secara umum
atau tidak bersifat khusus pada suatu sektor, untuk itu agar mengetahui perjanjian
bagi hasil perikanan laut sebagai objek penelitian penulis, penulis merujuk pada
Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentan Perjanjian Bagi Hasil Perikanan.
11Marilang,, Hukum Perikatan Perikatan Lahir dari Perjanjian, (Makassar: Alauddin
Press, 2013), h. 242.
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Ada beberpa ketentuan terkait dengan penelitian penulis yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Khusus
bagi hasil perikanan laut telah diatur dalam beberapa pasal  yaitu:
Pasal 1 yang dimaksudkan dengan:
a. Perjanjian bagi-hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha
penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan
penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian
mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut
menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya;
b. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun
berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha
penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan;
c. Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan
menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penang kapan ikan laut;
g. Hasil bersih perikanan laut adalah hasil ikan yang diperoleh dari
penangkapan, yang setelah diambil sebagian untuk "lawuhan" para
nelayan penggarap menurut kebiasaan setempat, dikurangi dengan beban-
beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan-nelayan dan para
nelayan penggarap.
Pasal 3 ayat  (1) : Jika suatu usaha parikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian
bagi-hasil, maka dari hasil usaha itu kepada fihak nelayan penggarap dan
penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:
1. perikanan laut:
a. Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima
perseratus) dari hasil bersih;
b. Jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh
perseratus) dari hasil bersih
19
2. Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka
terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka
sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan
untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa
perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak
boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).
Angka bagian fihak nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai
yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 1964 ditetapkan
dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha
perikanan perikanan laut harus dibagi sebagai berikut:
1. Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan
fihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya
perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk
sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disyahkan oleh
Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi,
dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan
lain-lainnya;
2. Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos
pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang
dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan,
seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.
Jika menurut kebiasaan setempat pembagian bahan-bahan yang
bersangkutan dengan usaha perikanan itu telah diatur menurut ketentuan dalam
pasal 4, sedang bagian yang diterima oleh fihak nelayan penggarap atau
penggarap tambak lebih besar dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3, maka
aturan yang lebih menguntungkan fihak nelayan penggarap atau penggarap
tambak itulah yang harus dipakai. bahan-bahan itu berlaku kebiasaan yang lain
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dari pada yang dimaksudkan dalam pasal 4, yang menurut Pemerintah Daerah
Tingkat I yang bersangkutan sukar untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam
pasal tersebut, maka Pemerintah Daerah Tingkat I itu dapat menetapkan angka
bagian lain untuk fihak nelayan penggarap atau penggarap tambak dari pada yang
ditetapkan dalam pasal 3, asalkan dengan demikian bagian yang diberikan kepada
nelayan penggarap atau penggarap tambak itu tidak kurang dari pada jika
pembagian hasil usaha perikanan yang bersangkutan diatur menurut ketentuan
pasal 3 dan 4 tersebut di atas. Penetapan Pemerintah Daerah Tingkat I itu
memerlukan persetujuan dari Menteri Perikanan.
Penggarap tambak hanyalah orang- orang warganegara Indonesia yang
secara nyata aktif menyediakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan darat
dan yang tambak garapannya, baik yang dimilikinya sendiri atau keluarganya
maupun yang diperolehnya dengan perjanjian bagi-hasil, luasnya tidak akan
melebihi atas maksimum, sebagai yang ditetapkan menurut ketentuan Undang-
undang No. 56 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 174);
Jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan laut diatur dalam Pasal 7 :
Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu paling sedikit 2 (dua) musim, yaitu 1
(satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6 (enam) musim,
yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa
jika setelah jangka waktu itu berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka
para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang lamalah yang diutamakan.
Perjanjian dan bagi-hasil tidak terputus karena pemindahan hak atas perahu/kapal,
alat-alat penangkapan ikan atau tambak yang bersangkutan kepada orang lain. Di
dalam hal yang demikian maka semua hak dan kewajiban pemiliknya yang lama
beralih kepada pemilik yang baru.
Jika seorang nelayan penggarap atau penggarap tambak meninggal dunia,
maka ahli warisnya yang sanggup dan dapat menjadi nelayan penggarap tambak
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dan menghendakinya, berhak untuk melanjutkan perjanjian bagi-hasil yang
bersangkutan, dengan hak dan kewajiban yang sama hingga jangka waktunya
berakhir. Ini diatur dalam Pasal 7 ayat (3)
perjanjian bagi-hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya
mungkin di dalam hal-hal dan menurut ketentuan sperti: atas persetujuan kedua
belah fihak yang bersangkutan, dengan izin Panitya Landreform Desa jika
mengenai perikanan darat atau suatu Panita Desa yang akan dibentuk jika
mengenai perikanan laut, atas tuntutan pemilik, jika nelayan penggarap atau
penggarap tambak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana
mestinya, serta jika penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tambak
menyerahkan pengusaha tambaknya kepada orang lain.
Pada ayat 4 pasal Berakhirnya perjanjian bagi-hasil baik karena
berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut ini,
nelayan penggarap dan penggarap tambak wajib menyerahkan kembali
kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak yang bersangkutan kepada
nelayan pemilik dan pemilik tambak dan dalam keadaan baik. Pada Pasal 8
dijelaskan menegenai larangan serta akibat.
1. Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada seorang
nelayan pemilik atau pemilik tambak, yang dimaksudkan untuk diterima
sebagai nelayan penggarap tambak, dilarang.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 Pasal ini
mengakibatkan, bahwa uang atau harga benda yang diberikan itu
dikurangkan pada bagian nelayan pemilik atau pemilik tambak dan hasil
usaha perikanan yang bersangkutan dan dikembalikan kepada nelayan
penggarap atau penggarap tambak yang memberikannya.
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3. Pembayaran oleh siapapun kepada nelayan pemilik, pemilik tambak
ataupun para nelayan penggarap dan penggarap tambak dalam bentuk
apapun juga yang mempunyai unsur ijon, dilarang.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 20 maka apa yang
dibayarkan tersebut pada ayat 3 pasal ini tidak dapat dituntut kembali
dalam bentuk apapun.
Pasal 19 memuat mengenai cara penyelesaian serta alternative
penyelesaian  jika tidak terjadi kesepakatan  dalam suatu musyawarah untuk
menyelesaikan perselisihan yang terjadi.
1. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 13, maka perselisihan-
perselisihan yang timbul didalam melaksanakan ketentuan-ketentuan
Undang-undang ini dan. Peraturan-peraturan pelaksanaan diselesakan
secara musyawarah oleh fihak-fihak yang berselisih bersama-sama dengan
Panitya Landreform Desa jika mengenai perikanan darat atau suatu
Panitya Desa akan dibentuk jika mengenai perikanan laut.
2. Jika dengan cara demikian tidak dapat diperoleh penyelesaian, maka
soalnya diajukan depan Panity Landreform Kecamatan jika mengenai
perikanan laut, untuk mendapat kepuasan.
3. Terhadap keputusan Panitya tersebut pada ayat 2 pasal ini dapat
dinyatakan banding kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat II yang
bersangkutan, jiak mengenai perikanan darat atau suatu Panitya Daerah
Tingkat II yang akan dibentuk jika mengenai perikanan laut.
4. Khusus untuk keperluan penyelesaian perselisihan sebagai yang
dimaksudkan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini keanggotaan Panitya
Landreform ditambah dengan pejabat dari Dinas Perikanan Darat yang
bersangkutan dan paling banyak 3 orang
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wakil organisasi-organisasi tani dan nelayan yang ditunjuk oleh Front Nasional
setempat, jika mereka itu dalam susunan Panitya sekarang ini belum menjadi
anggota tetap.12





A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian lapangan (field
research), yaitu upaya yang dilakukan untuk memperoleh data langsung di
lapangan sebagai data primer.
2. Lokasi penelitian
Lokasi tempat penelitian yang diambil oleh penulis yaitu di Kecamatan
Herlang, dan di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Alasan memilih
kecamatan Herlang dan Kecamatan kajang, didua kelurahan yaitu kelurahan
Bontokamase di Kecamatan Herlang dan kelurahan Tanah Jaya di Kecamatan
Kajang. karena dominan  penduduknya yang bermukim di pesisir pantai bekerja
sebagai nelayan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis rengge (gae) yang
menjadi objek penelitian, disamping itu bahasa Konjo yang menjadi bahasa
sehari-hari penduduk setempat punulis kuasai sehingga memudahkan wawanncara
dengan responden.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan peneltian yang digunakan adalah, pendekatan sosiologi
yaitu dengan melihat secara langsung aturan hukum mengenai perjanjian bagi
hasil perikanan laut yang digunakan di dalam masyarakat pada lokasi
penelitian, terutama masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tangkap ikan
laut di kabupaten bulukumba.
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C. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian
yaitu di Kecamatan Herlang dan Kecamatan Kajang. Sumber data primer
ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui
atau menguasai permasalahan. Adapun respondent yang di wawancara
yaitu kepala lingkungan, pemilik kapal atau nelayan pemilik, nelayan
penggarap (sahi), pemodal (Punggawa Balang), dan pengawas.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (library
Research) yaitu dengan menghimpun data dari peraturan perundang-
undangan, buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan
masalah yang dibahas. Metode ini menggunakan dua kutipan sebagai
berikut:
a. Kutipan langsung
Kutipan yang dituliskan sesuai dengan susunan kalimat aslinya tanpa
mengalami perubahan sedikitpun.
b. Kutipan tidak langsung
Kutipan yang susunan kalimatnya telah diubah sesuai dengan susunan
kalimat peneliti atau penulis sendiri, namun substansinya tidak
berubah.1
D. Metode Pengumpulan Data
Alat yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam
penelitian  ini sebagai berikut :
1Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 188.
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1. Observasi
Observasi dilakukan secara langsung di Kecamatan Herlang
terkhususnya di kelurahan Bontokamase dan Kecamatan Kajang
khususnya Kelurahan Tanah Jaya, yang masing masing merupakan
daerah yang mayoritas penduduknya berprovesi sebagai nelayan,
Melakukan pencatatan secara langsung terhadap hal-hal yang
berhubungan dengan masalah penelitian ini.
2. Wawancara
Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh
keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara
(interview) yang dilakukan penulis kepada responden dengan terlebih
dahulu penulis mempersiapkan questioner dan menetapkan 50 orang
reponden yang terlibat langsung dalam usaha perikanan laut dan
pemerintah setempat yaitu lurah.
3. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi yaitu penulis mengambil data dengan
mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan
penelitian ini.
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Penulis dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan
analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif  diperoleh dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 50 orang responden, kemudian
hasilnya berwujud data kuantitaif, kemudian data kuantitatif tersebut
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dianalilis secara kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta
hukum yang terjadi di lapangan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba
Kabupaten Bulukumba ibukotanya Bulukumba, termasuk bahagian
integral dari provensi Sulawesi Selatan, terletak pada posisi keparawisataan dan
jalur perdagangan antar pulau, secara historis sejak dahulu dikenal dengan pusat
pengembengan agama Islam, setempat bahasa masyarakat  setempat adalah konjo
dan bugis,  kebudayaan, pembuatan perahu pinisi, Kelautan (bahari), kegiatan
ekonomi, pendidikan, pemerintahan dan pertahanan Sulawesi Selatan bagian
selatan.
1. Letak Georafis
Secara geografis Kabupaten Bulukumba, terletak pada koordinat
antara 5020” sampai 5040” lintang Selatan dan 119050”  sampai 120028”
Bujur Timur,  memiliki luas wilayah 1.154,67 km2, terletak kurang lebih
153 km dari arah selatan tenggara Kotamadya Makassar dengan berbatas
sebagai berikut1:
Sebelah Utara : Kabupaten Sinjai
Sebelah Timur : Teluk Bone
Sebelah Selatan : Laut Flores
Sebelah Barat : Kabupaten Bantaeng
1“Kabupaten Bulukumba Dalam Angka”, (Bulukumba: BPS Kabupaten Bulukumba/
BPS-Statistic of Bulukumba Regency, 2018). hlm. 03.
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2. Keadaan Tofografis
Keadaan tofografis Kabupaten Bulukumba membujur pada bagian
Tenggara ke arah Barat Daya, pada bagian Barat dan Utara pegunungan,
sedangkan bagian timur dan Selatan hamparan dataran rendah dan pantai
dengan lahan subur untuk pengembangan pertanian utamanya persawahan
dan perkebunan kelapa, budidaya tambak dan perikanan laut.
Daerah pegunungan di temukan di Kecamatan Kindang,
Kecamatan Bulukumba. Kecamatan Rilau Ale dan sebahagian Kecamatan
Gantarang, Kecamatan Kajang Bahagian Barat, sedangkan dataran rendah
ditemukan di Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan
Gantarang bahagian Selatan, Kecamatan Bontobahari bahagian Selatan,
Kecamatan Herlang bahagian Timur, Kecamatan Bontotiro bahagian
Timur, dan Kecamatan Kajang Bahagian Timur.
Daerah pantai ditemukan sepanjang Kecamatan Gantarang
bahagian Selatang, Kecamatan Ujung Bubulu bahagian selatan,
Kecamatan Ujung Loe bagaian selatan, Kecamatan Bontobahai bahagian
Selatan dan Timur, Kecamatan Herlang Bahagian Timur dan Kecamatan
Kajang bahagian Timur.
Kabupaten Bulukumba terdapat dua musim pada satu periode (satu
tahun) yang sama, yaitu musim hujan jatuh pada bulan oktober sampai
bulan Maret dan musim kemarau jatuh pada bulan April sampai bulan
September2.
2 “Kabupaten Bulukumba Dalam Angka”, (Bulukumba: BPS Kabupaten Bulukumba/
BPS-Statistic of Bulukumba Regency, 2018). hlm. 07.
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3. Pembagian Administrasi Pemerintahan
Kabupaten Bulukumba, merupakan pecahan dari kabupaten
Bantaeng, secara yuridis formal Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II
pada tanggal 4 Pebruari 1960. Kabupaten Bulukumba terbagi atas 10
kecamatan 109 desa dan 27 desa,  dapat diperinci sebagai berikut :
Tabel 2. Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bulukumba
No Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Kelurahan
1. Ujung Bulu 0 9
2. Ujung Loe 12 1
3. Bontobahari 4 4
4. Bontotiro 12 1
5. Herlang 6 2
6. Kajang 17 2
7. Bulukumpa 14 3
8. Rilau Ale 14 1
9. Kindang 12 1
10. Gantarang 18 3
Jumlah 109 27
Sumber : Statistik Bulukumba dalam angka 2017
Dari data tersebut di atas  menunjukkan adanya perbedaan jumlah
pembagian administrasi  pemerintahan desa dan kelurahan tiap-tiap
kecamatan, hal ini disebabkan karena luas wilayah dan jumlah
penduduknya yang tidak sama3
3 “Kabupaten Bulukumba Dalam Angka”, (Bulukumba: BPS Kabupaten Bulukumba/
BPS-Statistic of Bulukumba Regency, 2018). hlm. 19.
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4. Kependudukan
Secara nasional laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh
kelahiran dan kematian serta perpindahan penduduk.
Dari data statistik tahun 2017  jumlah penduduk Kabupaten
Bulukumba sebanyak  415.713  jiwa tersebar di 10 kecamatan secara rinci
dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 3. Kependudukan
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Gantarang 35.858 39.197 75.055
2 Ujung Bulu 26.295 28.380 54.675
3 Ujung Loe 19.661 21.993 41.654
4 Bontobahari 11.592 13.817 25.409
5 Bontotiro 9.393 12.349 21.742
6 Herlang 11.160 13.438 24.598
7 Kajang 23.247 25.580 48.827
8 Bulukumpa 25.073 27.349 52.422
9 Rilau Ale 18.864 21.187 40.051
10 Kindang 15.283 15.997 31.280
Jumlah 196.426 219.287 415.713
Sumber : Statistik Bulukumba dalam angka 2017
5. Perikanan
Produksi perikanan tangkap/laut marine fisheries di Kabupaten
Bulukumba terdapat di Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujung Bulu,
Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro,
Kecamatan Herlang dan Kecamatan Kecamatan Kajang. Produksi
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perikanan laut Kabupaten Bulukumba di pengaruhi oleh keadaan cuaca
sehingga cenderung tidak stabil. Pada periode tahun 2016-2017
mengalami penurunan yaitu 50.072,00 pada tahun 2016 turun menjadi
50.004,00 pada tahun 2017. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4. Produksi Perikanan Tangkap/Laut Kabupaten Bulukumba (ton).




1. Gantarang 7.010,00 6.224,00
2. Ujungbulu 10.014,00 10.146,00
3. Ujung loe 1.502,00 2.067,00
4. Bontobahari 9.013,00 8.857,00
5. Bontotiro 2.504,00 5.047,00
6. Herlang 9.013,00 7.888,00
7. Kajang 11.016,00 9.775,00
8. Bulukumpa 0,00 0,00
9. Riau Ale 0,00 0,00
10. Kindang 0,00 0,00
Jumlah 50.072,00 50.004,00
Sumber : Statistik Bulukumba dalam angka 2017
Dari data Statistik kabupaten Bulukumba tersebut di atas
menunjukkan bahwa hasil perikanan tangkap/laut Kabupaten Bulukumba
sebesar 50.072,00 ton pada tahun 2016 turun menjadi 50.004,00 ton pada
tahun 20174.
4 “Kabupaten Bulukumba Dalam Angka”, (Bulukumba: BPS Kabupaten Bulukumba/
BPS-Statistic of Bulukumba Regency, 2018). hlm. 121.
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B. Pelaksanaan Bagi Hasil (Tesseng) Perikanan Laut di Kabupaten
Bulukumba
1. Bentuk-bentuk Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut
Perjanjiann bagi hasil dilaksanakan para pihak dengan memegang
prinsip orang Kajang “Olo’-olo’aji tulu’na nipantantang, naiya tauwa
bicaranna nipatantang” (bahasa Konjo), artinya hanya binatang yang
dipegang talinya sedangkan manusia yang dipegang adalah kata-katanya.
Dengan prinsip ini maka walaupun perjanjian dibuat para pihak tidak
tertulis tidak dilakukan dihadapan kepala desa/lurah dan tidak tidak
dihadiri oleh saksi-saksi, namun para pihak pihak tetap taat
melalaksanakan perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan adanya sifat-sifat
yang melekat pada masyarakat Herlang dan masyarakat Kajang yaitu
saling yang mempercayai dan “siri” (malu) disamping perasaan sosial
dan jiwa kebersamaan yang masih tinggi.
Ditinjau dari segi yuridis, maka peraturan yang dipergunakan
masyarakat nelayan Kecamatan Herlang dan Kecamatan Kajang adalah
peraturan adat setempat dan sama sekali tidak mempergunakan Undang-
Undang Nomor 16 tahun 1964, tetapi dalam prakteknya ada beberapa
persamaan antara ketentuan yang diatur dalam  Undang-Undang Nomor 16
tahun 1964 dengan peraturan masyarakat setempat, misalnya masing-
masing pihak berhak mendapat bagian dari hasil usaha perikanan, secara
bersama-sama menanggung biaya perbekalan selama berada dilaut, iuran-
iuran yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah.
Dari bentuk perjanjian bagi hasil yang dibuat oleh para nelayan
setempat pada dasarnya pemerintah tidak mempermasalahkan, serta tidak
pernah ada sengketa bagi hasil perikanan yang penyelesaiannya dilakukan
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di Kelurahan. Hanya saja pihak pemerintah (lurah) setempat menghendaki
agar perjanjian bagi hasil perikanan yang dibuat para pihak dilakukan
secara tertulis dan dihadapan pemerintah, hal ini untuk menjamin
kepastian hukum, serta menjamin asas demokrasi ekonomi yang dianut di
Indonesia, yaitu antara pengusaha dan bawahannya adalah teman di dalam
berproduksi dan seimbang di dalam menikmati hasil, hal ini dimaksudkan
tegak berdirinya keadilan dan menghindari pemerasan.
Dari hasil wawancara penulis dengan 50 orang responden di
Kecamatan Herlang dan Kecamatan Kajang diperoleh data tentang cara
terjadinya data sebagai berikut :
Tabel 5. Cara Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil Perikanan




Perjanjian secara lisan tanpa saksi
Perjanjian secara tertulis dihadapan
dua orang saksi









Sumber : Hasil penelitian, diolah 2018
Dari table di atas, menunjukkan bahwa cara terjadinya perjanjian
bagi hasil perikanan laut di kabupaten Bulukumba, yaitu dengan
menggunakan perjanjian yang dilakukan secara lisan tanpa dua orang saksi
dan tidak di hadapan pemerintah setempat seperti kepala desa atau lurah.
Ini tidak sejalan dengan Undang – undang no. 16 Tahun 1964 Tentang
bagi hasil perikanan pada Pasal 3 no.2, yang menyatakan bahwa “Bagi
hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima
menurut ketentuan dalam ayat 1 (satu) pasal ini diatur oleh mereka sendiri,
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dengan diawasi oleh pemerintah daerah tingkat II (dua) yang bersangkutan
untuk menghindarkan terjadinya pemerasan. Adapun alasan masyarakat
nelayan kabupaten Bulukumba terkhususnya masyarakat nelayan
kecamatan herlang dan masyarakat nelayan kecamatan kajang
menggunakan perjanjian dengan cara lisan dan tanpa dihadapan 2 (dua)
saksi dan tidak dibuat di hadapan pemerintah seperti lurah atau kepala
lingkungan setempat, karena mereka menganggap perjanjian yang di buat
secara tulisan di hadapan 2 (dua) orang saksi atau dihadapan pemerintah
setempat terlalu bertele-tele dan memakan waktu yang lama senhingga
mereka lebih menggunakan cara lisan yang dianggap lebih mudah dan
cepat. Serta karena masih adanya saling kepercayaan yang kuat sehingga
dalam pembuatan perjanjianya hanya dilakukan secara lisan.
2. Jangka Waktu  Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut
Dari hasil penelitian penulis di peroleh data jangka waktu
perjanjian bagi hasil perikanan laut tidak ditentukan, karena jangka waktu
perjanjiannya ditertentukan, setiap waktu penggarap dapat diberhentikan
atau berhenti sendiri asalkan penggarap dengan pemilik tidak ada sangkut
paut masalah utang piutang.
Oleh karena perjanjian bagi hasil yang dibuat para pihak tidak
ditetapkan jangka waktu berakhirnya perjanjian, maka untuk mengikat
para sahi (nelayan penggara), nelayan pemilik (pungkaha) biasanya
memberikan kredit berupa uang tanai kepada sahi, agar sahi tersebut tidak
dapat seenaknya pindah ke pungkaha lain. Walaupun demikian tidak
berarti bahwa sahi tidak bisa sama sekali pindah ke pungkaha lain, sahi
bisa saja pindah ke pungkaha lain asal segala utangnya dibayar lunas atau
berjanjia akan membayar kemudian. Adapun sahi mengambil kredit
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kepada pungkaha  karena pada umumnya golongan ekonominya masih
sangat rendah, hanya saja kreditnya tidak berbunga.
Berbeda dengan yang diatur  dalam Undang-Undang Nomor 16
tahun 1964, secara tegas ditentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil.
Hal ini dapat dilihat didalam pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :
“Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu paling sedikit 2 (dua)
musim, yaitu satu tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling
sedikit 6 (enam)  musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi
perikanan darat, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka waktu
itu berakhir, diadakan pembaharuan maka nelayan penggarap
tambak lamalah yang diutamakan”5.
Dengan ditentukannya jangka waktu perjanjian bagi hasil oleh
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tersebut, maka untuk mengadakan
pembaharuan, yang diprioritaskan adalah nelayan penggarap atau
penggarap tambak yang lama. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan
kepada  para nelayan penggarap dan penggarap tambak untuk menikmati
hasil dalam jangka waktu lama, setelah jangka waktu itu berakhir nelayan
penggarap atau penggarap tambak dapat mengadakan perjanjian baru dan
seterusnya. Dengan adanya ketentuan ini, maka bagi penggarap baru
terbatas untuk mengadakan perjnajian dengan pihak pemilik pemilik
tambak atau nelayan pemilik.
Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 juga disingggung
sifak kebendaan dari pada perjanjian bagi hasil yaitu terdapat di dalam
Pasal 7 ayat (2) dan (3) yang pada garis besarnya bahwa perjanjian bagi
hasil perikanan tidak terputus karena pemindahan hak kata perahu/kapal,
alat-alat penangkapan ikan atau pertambakan yang bersangkutan kepada
orang lain, bahkan jika nelayan penggarap atau penggarap tambak
5Republik Indonesia, Undang – undang No. 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil
Perikanan.
37
meninggal dunia, maka perjanjian dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya
sampai berakhoirnya jangka waktu perjanjian tersebut.
Tabel 6. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Perikanan laut














Sumber : Hasil penelitian, diolah 2018
Dari hasil penelitian penulis di peroleh data bahwa jangka waktu
perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kelurahan Bontokamase Kecamatan
Herlang dan Kelurahann Tanah Jaya tidak ditentukan, karena jangka
waktu perjanjiannya tidak ditentukan maka setiap waktu penggarap dapat
diberhentikan atau berhenti sendiri asalkan penggarap dengan pemilik
tidak ada sangkut paut masalah utang piutang. Tidak ditentukannya jangka
waktu perjanjian merupakan kebiasaan nelayan setempat yang
memberikan kebebasan para pihak, missalnya nelayan pemilik bebas
memberhentikan nelayan penggarap kalau tidak dikehendaki lagi,
demikian pula nelayan penggarap dapat berhenti kapan saja dia mau. Ini
tidak sejalan dengan Undang – undang no. 16 Tahun 1964 tentang bagi
hasil perikanan, yang dimana diatur jangka waktu perjanjian yaitu 2 (dua)
musim atau 1 (satu) tahun berturut – turut bagi perikanan lautdan paling
sedikit 6 (enam) musim atau 3 (tiga) Bulan.
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3. Hak dan Kewajiban Para Pihak
Sebelum membahas hak dan kewajiban, sebaiknya penulis
menjelaskan siapa saja yang termasuk para pihak dalam perjanjian bagi
hasil perikanan. Pasal 1 Ungdang-Undang Nomor 16 tahun 1964
menyatakan sebagai berikut :
1. Nelayan pemilik adalah seorang atau badan hukum yang dengan hak
apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam
usaha penangkapan  dan alat penangkapan ikan;
2. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak
apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam
usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan;
3. Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan
menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penang kapan ikan
laut;
Dari uraian pasal 1 huruf a, b, dan c Undang-Undang 16 tahun 1964,
nampak bahwa yang para pihak atau pemegang hak dan kewajiban di
dalam perjanjian bagi hasil perikanan adalah orang perorangan atau badan
hukum. Yang dapat menjadi pemilik  orang perorangan atau badan,
sedangkan  yang menjadi penggarap orang perseorangan maupun
kelompok.
Di Kecamatan Herlang  dan Kecamatan Kajang, selain nelayan
pemilik dan nelayan penggarap dikenal pula dengan istilah penggawa
pemodal atau Balang,  yaitu seorang yang memberikan modal operasional
atau pinjaman kepada nelayan pemilik dengan perjanjian nelayan pemilik
wajib menjual hasil tangkapan kepada penggawa pemodal atau Balang,
selanjutnya Balang yang akan menjual kepada pengecer atau menjual ke
pasar. Selisih harga pembelian dan penjualan  mejadi keuntungan  Balang.
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Di Kecamatan Herlang  dan Kecamatan Kajang, usaha perikanan
mayoritas menggunakan alat tangkap ikan jenis “Gae” dilajukan secara
berkelompok dengan sitem perjanjian bagi hasil. Di dalam
mengoperasikan alat tangkap tersebut dipimpin oleh seorang yang disebut
“Pungkaha” (pimpinan kapal), biasanya pemilik kapal atau seorang yang
dipercaya oleh nelayan pemilik/pemilik kapal sebagai pungkaha. Jangka
waktu melaksanakan operasinya di laut pali lama 5 (lima) hari karena
memang alat tangkap jenis “Gae” dapat menangkap ikan dalam jumlah
besar jika lagi beruntung sebab alat tangkap jenis ini sedikit lebih maju
jika dibandingkan alat pancing, hanya saja dalam mengopersikan
diperlukan tenaga manusia antara 9 sampai 12 orang. Selain tenaga
operator yang ikut di kapal,  kadang nelayan memilik menempatkan
seorang  yang dipercayakan sebagai pengawas sekaligua dipercayakan
menjual hasil tangkapan ikan. Seorang pengawas tugasnya di darat saja
dan tidak ikut melaut.
Dalam membuat perjanjian dilakukan secara timbal balik dengan
menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, itu merupakan suatu hal
yang harus ditaati dan dilaksanakan bagi mereka yang membuatnya, sebab
perjanjian yang mereka buat berlaku sebagai undang-undang baginya
sebagaimana yang di diatur di dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang  bagi mereka yang membuatnya”.
Yang dimaksud perjanjian secara sah adalah adanya kesefakatan di
antara para pihak untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjiann yang
dibuatnya, perjanjian mana terlepas dari unsur paksaan, penipuan,
kekhilapan dan perjanjian tersebut tidak terancam pembatalan.
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Penekanan pada perkataan “semua” dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, maka seolah-olah berisikan suatu
pernyataan bahwa perjanjian apa dapat mengikat bagi mereka yang
membuatnya, dalam arti kata membuat perjanjian sama dengan membuat
undang-undang bagi mereka sendiri.
Di dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964
yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak sebagai
berikut :
a. beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan
pemilik dan fihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang
rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap
selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta
iuran-iuran yang disyahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II
yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan
perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya;
b. beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos
pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang
dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha
penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain
sebagainya.
Dari hasil penelitian penulis, ternyata biaya Pemeliharaan kapal,
pemeliharaan mesin, biaya pengecatan kapal, biaya perbaikan jala/jaring
ditanggung nelayan pemilik bersama penggarap, biaya solar, minyak
tanah, es ditanggung nelayan pemilik bersama penggarap, biaya
pembangunan perahu/kapal seharusnya ditanggung bersama tapi
kenyataannya di tanggung pemilik,  demikian pula biaya rokok dan jajan
seharusnya ditanggung bersama tetapi kenyataannya ditanggung sendiri-
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sendiri. Kecuali biaya perbekalan  berupa beras makan dan minum,
pengeluaran-pengeluaran sedekah di laut, yuran retribusi yang disahkan
pemerintah ditanggung bersama, biaya perizinan (dokumen kelengkapan
berlayar dan izin menangkap ikan) di tanggung pemilik.
Tabel 7. Biaya Pemeliharaan Kapal dan Alat-alatnya















Sumber : Hasil penelitian, diolah 2018
Dari table di atas, menunjukkan bahwa seluruh biaya perawatan
atau pemeliharaan badan mulai dari pengantian bodi kapal yang
mengalami kerusakan pada badan kapal serta alat-alat seperti jaring,
navigator, lampu, alat pancing ikan, dan beberapa alat yang dipergunakan
selama melaut, seluruhnya ditanggung bersama oleh nelayan pemilik dan
nelayan penggarap.
Tabel 8. Biaya Pembangunan Kapal
















Sumber : Hasil penelitian, diolah 2018
Dari table di atas, menunjukkan bahwa seluruh biaya pembuatan
kapal mulai dari bahan-bahan pembuatan badan kapal seperti kayu, paku,
cat, dan mesin kapal serta bayaran untuk pengrajin pembuat kapal
ditanggung oleh pemilk kapal dan tidak di tanggung secara bersama
nelayan pemilik dan nelayan penggarap..
Tabel 9. Biaya Solar, Minyak Tanah dan Es















Sumber : Hasil penelitian, diolah 2018
Dari table di atas, menunjukkan bahwa biaya keperluan kapal
selama berlayaran berupa biaya solar, minyak tanah, dan Es ditanggung
secara bersama oleh pemilik kapal dan penggarap (Sahi) sesuai dengan
perjanjian yang telah dilakukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.
Tabel 10. Biaya Perbekalan (beras, Gula, susu, the, kopi)
















Sumber : Hasil penelitian, diolah 2018
Dari table di atas, menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan
untuk perbekalan (pa’bokongan) nelayan selama melaut berupa beras,
gula, susu, teh, dan kopi ditanggung secara bersama nelayan pemilik dan
nelayang penggarap atau tidak ditanggung oleh salah satu pihak saja.
Tabel 11. Biaya Rokok/Jajan



















Sumber : Hasil penelitian, diolah 2018
Dari table di atas, menunjukkan bahwa untuk biaya – biaya rokok
atau jajan para kru kapal selama berlayar mencari ikan, ditanggung secara
sendiri – sendiri atau dana yang di keluarkan berasal dari dana pribadi atau
tidak di tanggung oleh nelayan pemilik kapal atau tidak di tanggung secara
bersama nelayan pemilik dan nelayan penggarap.
Tabel 12. Iuran-Iuran (retribusi)
















Sumber : Hasil penelitian, diolah 2018
Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa segala biaya yang
dikeluarkan untuk membayar iuran (retribusi) atau pajak, maka biaya iuran
yang dibayarkan di tanggung bersama oleh nelayan pemilik dan nelayan
penggarap.
Tabel 13. Biaya-biaya Perizinan (izin berlayar dan izin menangkap ikan)















Sumber : Hasil penelitian, diolah 2018
Dari table di atas, menunjukkan bahwa segala biaya – biaya yang
dikeluarkan untuk membayar biaya –biaya perizinan baik berupa izin
berlayar dan izin menangkap ikan seluruhnya ditanggung oleh nelayan
pemilik kapal.
4. Bagian Masing-masing Pihak
Untuk menentukan bagian masing-masing pihak hasil yang
diperoleh tidak terlepas dari jenis alat tangkap ikan yang dipergunakan di dalam
memproduksi ikan. Di Kecamatan Herlang dan Kecamatan Kajang,  umum
nelayan mempergunakan alat tanngka ikan jenis “Gae” namun ada juga nelayan
yang menggunakan alat tangkap ikan jenis pancing dan di kelola secara
perorangan.
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Alat tangkap ikan jenis “gae” waktu melaksanakan operasinya di
laut pali lama 5 (lima) hari karena memang alat tangkap jenis “Gae” dapat
menangkap ikan dalam jumlah besar jika lagi beruntung sebab alat
tangkap jenis ini sedikit lebih maju jika dibandingkan alat pancing, hanya
saja dalam mengopersikan diperlukan tenaga manusia antara 9 sampai 12
orang,  menghasilkan ikan dalam jumlah besar dengan jangka waktu yang
singkat, oleh karena itu banyak nelayan yang mau jadi penggarap/sahi.
Dari hasil tangkapan yang diperoleh itulah yang dibagi sesuai imbangan
yang telah ditetapkan   para pemilik/pungkaha dengan penggarap/sahi.
Namun sebelum hasil tangkapan itu dibagi, segala pembiayaan
dikeluarkan seluruhnya, sehingga yang dibagi adalah hasil bersih.
Data hasil penelitian penulis ditemukan jumlah bagian yang harus
diterima masing-masing pihak adalah sebagai berikut :
a. 1/3 bagian untuk kapal
b. 1/3 bagian untuk gae/jaring
c. 1/3 bagian untuk dibagi para penggarap/sahi, termasuk
didalamnya Nakhoda/Pimpinan kapal. Khusus untuk nakhoda
kapal mendapat 2 bagian, misalnya dalam satu kapal terdiri
dari 9 (Sembilan) orang,  8 (delapan) orang penggarap dan 1
(satu) orang nakhoda, maka untuk menentukan berapa jumlah
bagian masing-masing penggarap dan nakhoda kapal adalah
hasil tangkapan di bagi 10 (sepuluh), 8 (delapan) orang
penggarap masing masing mendapat 1 (satu) bagian, dan 1
(satu) orang nakhoda mendapat 2 (dua) bagian. Sebagai
nakhoda kapal, dapat saja pemilik kapal yang menjadi nakhoda
atau orang lain yang dipercayakan oleh pemilik untuk
membawa kapal.
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Tabel 14. Pembagian Hasil Yang Diperoleh
No Jawaban Responden Prosentase Ket`
1.
2.
Bagian kapal dan peralatan 2/3
dan
Penggarap termasuk pemilik 1/3






Sumber : Hasil penelitian, diolah 2018
Dengan melihat jumlah bagian yang di terima para pihak, maka
nelayan penggarap mendapat bagian yang sangat sedikit, sebab hanya 1/3
(sepertiga) dari hasil bersih yang merupakan hak penggarap bersama
dengan nakhoda kapal, kalau dibandingkan dengan bagian nelayan pemilik
(pungkaha) jauh lebih diuntungkan, sebab nelayan pemilik mendapat 2/3
(dua per tiga) dari hasil bersih yang terdiri dari bagiankapal 1/3 (sepertiga)
dan bagian alat 1/3 (sepertiga).
Keuntungan lain yang di dapat nelayan pemilik yaitu selisih hasil
penjualan ikan karena biasanya nelayan pemilik sendiri yang membeli ikan
hasil tangkapan, kemudian dijual kepada pedagang dengan harga yang
lebih tinggi, selisih hasil penjualan menjadi milik nelayan pemilik.
Dengan melihat jumlah bagian yang di terima para pihak, maka
nelayan penggarap mendapat bagian yang sangat sedikit, sebab hanya 1/3
(sepertiga) dari hasil bersih yang merupakan hak penggarap bersama
dengan nakhoda kapal, kalau dibandingkan dengan bagian nelayan pemilik
(pungkaha) jauh lebih diuntungkan, sebab nelayan pemilik mendapat 2/3
(dua per tiga) dari hasil bersih yang terdiri dari bagiankapal 1/3 (sepertiga)
dan bagian alat 1/3 (sepertiga).
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Dengan melihat jumlah bagian yang di terima para pihak, maka
nelayan penggarap mendapat bagian yang sangat sedikit, sebab hanya 1/3
(sepertiga) dari hasil bersih yang merupakan hak penggarap bersama
dengan nakhoda kapal, kalau dibandingkan dengan bagian nelayan pemilik
(pungkaha) jauh lebih diuntungkan, sebab nelayan pemilik mendapat 2/3
(dua per tiga) dari hasil bersih yang terdiri dari bagiankapal 1/3 (sepertiga)
dan bagian alat 1/3 (sepertiga).
Kalau dibandingkan dengan jumlah bagian yang harus diterima
menurut aturan yang ditetapkan oleh masyarakat setempatnjauh berbeda
dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964,
khusunya di dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :
1. Jika suatu usaha parikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian
bagi-hasil, maka dari hasil usaha itu kepada fihak nelayan
penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan
bagian sebagai berikut:
- perikanan laut:
i. Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh
puluh lima perseratus) dari hasil bersih;
ii. jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat
puluh perseratus) dari hasil bersih
2. Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang
mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh
mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II
yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan,
dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang
terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga)
lawan 1 (satu).
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Ketentuan tersebut di atas merupakan patokan minimal mengenai
jumlah bagian masing-masing pihak, oleh karena Undang-Undang Nomor
16 tahun 1964 memberikan peluan untuk mengadakan pembagian yang
tidak sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun
1964. Bagian nelayan penggarap/sahi umunya lebih besar dari bagian
nelayan pemilih/pungkaha. Jadi keberpihakan aturan di dalam Undang-
Undang Nomor 16 tahun 1964 tersebut lebih menguntungkan pihak
nelayan penggarap dari pada pemilik.
Dari uraian diatas Nampak adanya perbedaan yang sangat
menyolok antara bagi hasil yang dibuat oleh nelayan di kelurahan
Bontokamase kecamatan Herlang  dan Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan
Kajang.
Selain nelayan pemilik dan nelayan penggarap kadang usaha
penangkapan ikan membuhkan penggawa pemodal atau Balang, biasanya
terjadi kalau nelayan  pemilik tidak mempunyai cukup modal untuk biaya
operasional sehingga harus bekerja sama dengan seorang modal yang
saling menguntungkan. Berapa keuntungan yang diperoleh Balang umum
tidak ditentukan  karena kuntungan Balang didapat dari  selisih harga
pembelian dan penjualan.
Tabel 15. Keuntungan Yang Diperoleh Penggawa Pemodal atau Balang
No Jawaban Responden Prosentase Ket`
1.
2.
Dari hasil produksi di bagi
bersama pemilik, Penggarap dan
Balang








Sumber : Hasil penelitian, diolah 2018
Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa keuntungan yang
didapat Balang bukan dari hasil roduksi ikan yang dibagi secara bersama
nelayan pemilik dan penggarap, akan tetapi  Balang memperoleh
keuntungan Dari selisih harga pebelian dan penjualan.
Tabel 16. Bagian Yang Diperoleh Pengawas
No Jawaban Responden Prosentase Ket`
1.
2.
Sama bagiannya dengan nelayan
penggarap
Rata-rata meperoleh 2 porsen






Sumber : Hasil penelitian, diolah 2018
Dari tabel di atas menujukkan bahwa pengawas memperoleh
bagian rata-rata 2 dari hasil penjualan, tidak memproleh bagin secara
bersama-sama nelayan penggarap.
.
3. Larangan-Larangan dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut
Di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964, pasal 8
menetapkan   hal-hal   yang    dilarang   atau   tidak  boleh  dilakukan  dalam
perjanjian bagi hasil perikanan sebagai berikut6:
i. Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada
seorang nelayan pemilik atau pemilik tambak, yang dimaksudkan
untuk diterima sebagai nelayan penggarap tambak, dilarang.
6 Republik Indonesia, Undang – undang No. 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil
Perikanan.
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ii. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 Pasal ini
mengakibatkan, bahwa uang atau harga benda yang diberikan itu
dikurangkan pada bagian nelayan pemilik atau pemilik tambak dan
hasil usaha perikanan yang bersangkutan dan dikembalikan kepada
nelayan penggarap atau penggarap tambak yang memberikannya.
iii. Pembayaran oleh siapapun kepada nelayan pemilik, pemilik
tambak ataupun para nelayan penggarap dan penggarap tambak
dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur ijon, dilarang.
Adapun larangan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1964 tersebut di atas dimaksudkan agar nelayan penggarap tidak
memberikan sesuatu apakah berupa uang atau benda kepada pihak pemilik
untuk menghindari adanya unsur pemerasan terhadap nelayan penggarap
dan menghindari praktek suap dari para pihak.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 juga melarang kredit
dengan bunga tinggi yang merupakan unsur ijon. Adapun yang dimaksud
ijon sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 di
dalam penjelasan pasal 8 ayat (2) sebagai berikut :
Yang dimaksudkan dengan "unsur-unsur ijon" adalah sebagai beriku:
a. pembayarannya dilakukan sebelum penangkapan ikan lautnya
selesai atau sebelum tambaknya dapat dipanen dan
b. bunganya sangat tinggi.
Untuk melindungi nelayan nasional, Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1964 membatasi yang byang didak boleh dilakukan oleh menjadi
nelayan penggarap hanya warga Negara Indonesia, orang yang bukan
warga Indonesia dilarang menjadi nelayan penggarap.
Dari hasil penelitian Penulis di Kelurahan Bontokamase
Kecamatan Herlang ditemukan data menyangkut larangan-larangan atau
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hal-hal yang tidak boleh dilakukan nelayan penggarap/sahi dan nelayan
nelayan pemilik/pungkaha adalah sebagai berikut :
a. Sahi (penggarap) tidak boleh pindah dari pungkaha (pemilik) lama
ke pungkaha baru bila sahi tersebut mempunyai hutang dari
pungkaha lama.
b. Pungkaha tidak boleh menerima sahi untuk dipekerjakan sebagai
penggarap apabila sahi tersebut masih mempunyai hutang dari
pungkaha lama, kecuali ia mau membayar  hutang si sahi tersebut
dari pungkaha lama.
c. Baik sahi maupun pungkaha dilarang melakukan hal-hal yang
dapat merugikan kedua belah pihak, baik didalam jadwal operasi
penangkapan ikan maupun diluar jadwal operasinya.
Larangan ini berlaku secara umum baik setiap sahi dan pungkaha,
baik yang menggunakan alat tangka ikan jenis Gae maupun yang
menggunakan alat tangka ikan jenis pancing.
Di kelurahan Bontokamase Kecamatan Herlang peraturan yang
dilaksanakan nelayan setempat berbeda dengan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 menyangkut larangan-larangan
atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam membuat perjanjian bagi
hasil perikanan laut. Walaupun berbeda sebagaimana yang diatur  di dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 dengan yang dipaktekkan nelayan
setempat namun tujuannya adalah sama yaitu saling menguntungkan,
menjamin ketertiban dan keamanan, menghindari terjadinya pemerasan,
baik pemerasan itu dilakukan sahi maupun pungkaha.
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C. Penyelesaian Sengketa Bagi Hasil (Tesseng) Perikanan Laut antara
nelayan penggarap dan nelayan pemilik dalam bagi hasil perikanan laut
di Kabupaten Bulukumba
1. Sengketa   Yang  Timbul   Dalam   Menerapkan   Perjanjiann  Bagi
Hasil  Perikanan  Laut
Dari hasil penelitian  di Kabupaten Bulukumba, hampir tidak
pernah pernah terjadi sengketa yang berarti, sekalipun perjanjian yang
dibuat para pihak tidak tertulis dan tidak dilakukan di  hadapan pemerintah
setempat yaitu Lurah atau Camat, para pihak tetap konsisten dengan
perjanjian yang dibuatnya.
Dari hasil wawancara penulis dengan responden maka diperoleh
data sebagai berikut:
Tabel 17. Sengketa Antara  Nelayan Pemilik Dengan Nelayan Penggarap














Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2018
Dari hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa jarang
terjadi sengketa, kalaupun terjadi sengketa itu biasanya kalau terlambat
dilakukan pembagian hasil tangkapan atau jampung (bahasa konjo),
sedangkan sahi sudah membutuhkan  uang untuk belanja kebutuhan
sehari-hari. Disamping itu sengketa terjadi kalau sahi mau pindah ke
pungkaha lain sedangkan sahi tersebut masih berhutang  dari
pungkahanya yang lama. Namun terjadi sengketa antara penggarap dengan
pemilik belum pernah  diselesaikan di tingkat kelurahan maupun
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pengadilan, hal ini  dibenarkan oleh pemerintah kelurahan Bontokamase
kecamatan Herlang, dan pemerintah kelurahan Tanah Jaya Kecamatan
Herlang. Apabila terjadi sengketa antara nelayan penggarap dan pemilik
proses penyelesaianya masih menggunakan cara adat setempat atau
dengan cara kekeluargaan.
2. Usaha Penyelesaian Sengketa
Sebagaimana diuraikan di atas bahwa sengketa yang timbul dalam
perjanjian bagi hasil perikanan lau di Kecamatan Herlang dan Kecamatan
Kajang adalah sengketa/masalah-masalah yang tergolong ringan, karena
itu dapat diselesaikan diantara para pihak dengan jalan musyawarah.
Biasanya terjadi masalah karena terlambat dilakukan pembagian
hasil tangkapan padahal penggarap (sahi) sudah sangat butuh uang, akan
tetapi kadang  uang penjualan hasil tangkapan belum terkumpul
seluruhnya atau uangnya dipakai nelayan pemilik, sehingga penggarap
keberatan kepada pungkaha disertai permintaan untuk segera dilakukan
bagi hasil.  Terkadang juga sengketa timbul karena pindahnya sahi ke
pungkaha lain sedangkan sahi tersebut masih mempunyai hutang dari
pungkahanya yang lama, diselesaikan dengan musyawarah para pihak
dengan kemungkinan penyelesaian, sahi kembali kepada pungkaha lama,
atau sahi tetap pidah ke pungkaha baru tetapi sahi tersebut membayar
segala hutangnya kepada pungkaha lama, biasanya pungkaha yang barulah
membayarkan hutangnya dengan ketentuan nantinya akan diperhitungkan
kemudian setelah melakukan membagian hasil tangkapan ikan.
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Tabel 18. Cara Penyelesaian Sengketa




















Sumber : Hasil Penelitian, diolah 2018
Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa untuk penyelesaian
sengketa yang terjadi antara nelayan pemilik (pungkaha) dan nelayan
penggarap (sahi), cara penyelesaian yang diambil untuk menyelesaikan





1. Dikabupaten Bulukumba khusunya di Kelurahan Bontokamase Kecamatan
Herlang Herlang dan Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang, dalam
membuat perjanjian bagi hasil perikanan laut mempergunakan hukum adat
setempat yang didasarkan atas kepercayaan, tidak tertulis dan tidak
dilakukan di hadapan pemerintah setempat dalam hal ini lurah atau camat.
2. Penyelesaian sengketa bagi hasil perikanan laut dilakukan secara
kekeluargaan melalui konpromi antara nelayan pemilik dengan nelayan
penggarap. Tidak pernah masalahnya diselesaikan di pemerintah setempat
dalam hal ini lurah atau camat.
B. Saran – Saran
1. Sebaiknya setiap undang-undang dan peraturan-peraturan yang
dikeluarkan oleh pemerintah, dilakukan penyuluhan secara
berkesinambungan kepada masyarakat luas supayan isi undang-undang
dan peraturan peraturan tersebut diketahui masyarakat luas dan
dilaksanakan secara efektif. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 sudah
berusia 54 tahun tetapi tidak efektif pelaksanaannya, sebaiknya dicabut
saja dan diganti dengan undang-undang yang baru dengan rumusan yang
lebih sederhana dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat nelayan secara
efektif. Pihak pemerintah melalui BPHN (Badan Pembinaan Hukum
Nasional) Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, agar
mengadakan penelitian diseluruh Indonesia tentang perjanjian bagi hasil
perikanan laut untuk menemukan pranata-pranata hukum yang hidup di
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dalam masyarakat untuk dirumuskan di dalam bentuk undang-undang
yang baru.
2. Sebaiknya Perjanjian bagi hasil perikanan laut yang dibuat antara nelayan
penggarap (Sahi) dan nelayan pemilik kapal setidaknya harus disaksikan
oleh beberapa saksi agar perjanjian memiliki kekuatan hukum agar dapat
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